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disaksikan oleh empat pemilik tanah yang berbatasan. Hal ini telah sesuai dengan 
Pasal 14 poin b Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan 
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian bahwa tanah itu harus dikerjakan 
/diusahakan sendiri oleh pemilik secara aktif. 
           Kewajiban petani penerima Redistribusi Tanah sebagaimana diatur dalam 
Pasal 14 ayat (3) butir c yang menentukan bahwa setelah 2 tahun sejak tanah 
tersebut diberikan dengan Hak Milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil 
tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah baru akan 
dianggap terlaksana setelah dua tahun sejak tanah redistribusi diterima, yaitu pada 
tahun 2015. 
            Para responden penerima redistribusi tanah sudah terdaftar dalam anggota 
koperasi/kelompok tani dan tanah Hak Milik mereka telah didaftarkan ke Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bantul dan mereka telah memperoleh sertipikat. Hal ini 
telah sesuai dengan Pasal 14 poin d Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 





1. Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di Desa Sumber Agung, Kecamatan Jetis, 
dan Desa Seloharjo dan Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul 
pada tahun 2013 telah sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah 
Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian 
karena para responden penerima redistribusi tanah telah memenuhi syarat sebagai 
subyek penerima redistribusi tanah.  Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di 
 
 
Kabupaten Bantul pada tahun 2013 ini juga telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 
Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan 
Pendaftaran Tanah Tertentu karena tanah yang diberikan dalam kegiatan 
redistribusi tanah kepada para responden yang telah memenuhi syarat sebagai 
subyek penerima redistribusi tanah tersebut di Kabupaten Bantul pada tahun 2013 
tidak ada yang luasnya melebihi dari 2 hektar. 
2. Pemberian Hak Milik atas tanah melalui Program Redistribusi Tanah di Desa 
Sumber Agung, Kecamatan Jetis, dan Desa Seloharjo dan Desa Srihardono, 
Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul telah mewujudkan kepastian hukum 




1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebaiknya lebih sering melakukan 
penyuluhan tentang Hukum Pertanahan khususnya mengenai kegiatan pemberian 
Hak Milik atas tanah melalui kegiatan redistribusi tanah. 
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebaiknya memberikan kewajiban kepada 
penerima Hak Milik atas tanah melalui program Redistribusi Tanah untuk 
membayar sewa kepada Pemerintah sebesar 1/3 (sepertiga) dari hasil panen atau 
uang yang senilai dengan itu dan juga kewajiban untuk membayar harga tanah 
yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal 15 sebagaimana diatur dalam Pasal 
14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan 
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian agar Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bantul bisa melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kenaikan 
 
 
hasil tanaman setiap tahunnya dan tanah Hak Milik tersebut untuk tidak 
dipindahkan kepada orang lain, kecuali dengan izin Menteri Agraria atau Pejabat 
yang ditunjuk olehnya. Kenyataannya tidak ada yang mengetahui secara pasti dan 
jelas mengenai potensi adanya tanah yang dipindahkan kepada orang lain melalui 
jual beli secara lisan karena tidak adanya kontrol dari Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bantul. 
3. Masyarakat sebaiknya lebih terbuka dan bersifat aktif untuk menerima dan 
memperoleh informasi mengenai pemberian Hak Milik atas tanah melalui 
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